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RINGKASAN 

Akhmad Syahwan. Desember 2025. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN-CALON 

WAKIL PRESIDEN TERHADAP INDEPENDENSI YUDIKATIF DAN 

KESEIMBANGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF. Skripsi, Program Studi 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. 

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dua pokok 

permasalahan utama. Pertama, untuk mengidentifikasi dan membedah dasar 

pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam menetapkan Putusan Nomor 90/PUU-

XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. 

Kedua, untuk mengkaji implikasi yuridis dari putusan tersebut terhadap prinsip 

independensi kekuasaan kehakiman serta dampaknya terhadap mekanisme 

keseimbangan kekuasaan (checks and balances) antara cabang kekuasaan eksekutif 

dan yudikatif di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kontroversi 

yuridis terkait perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang 

dianggap melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative 

legislator dan memasuki ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan 

melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, 

yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk memberikan argumentasi atas 

permasalahan hukum yang dikaji. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mendasarkan 

putusannya pada dekonstruksi doktrin open legal policy dengan memperkenalkan 

kriteria functional age (usia fungsional). Namun, tindakan ini berimplikasi pada 

tergerusnya independensi yudikatif karena adanya indikasi ketidakkonsistenan, 

yang terlihat dari inkonsistensi putusan terhadap yurisprudensi sebelumnya serta 

adanya indikasi pengaruh kepentingan politik praktis. dan pengaruh kepentingan 

politik praktis. Secara ketatanegaraan, putusan tersebut mengganggu keseimbangan 

kekuasaan dengan memperlebar celah bagi kekuasaan eksekutif untuk 

memengaruhi proses peradilan, yang berpotensi melemahkan prinsip negara hukum 

dan demokrasi di Indonesia. 
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ABSTRAK 

Akhmad Syahwan. Desember 2025. IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN-CALON 

WAKIL PRESIDEN TERHADAP INDEPENDENSI YUDIKATIF DAN 

KESEIMBANGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF. Skripsi, Program Studi 

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. 

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. 

Penelitian ini mengkaji kontroversi yuridis pascapenetapan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon 

presiden dan wakil presiden. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar 

pertimbangan hukum hakim konstitusi serta mengidentifikasi implikasinya 

terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan prinsip keseimbangan kekuasaan 

(checks and balances). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan 

pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah 

Konstitusi menggunakan konstruksi functional age sebagai dasar pertimbangan, 

namun tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk judicial legislation yang melampaui 

kewenangan konstitusional (ultra vires). Implikasi dari putusan ini mencerminkan 

adanya degradasi independensi yudikatif akibat pengaruh kepentingan politik 

praktis dan terganggunya keseimbangan kekuasaan yang berpotensi melemahkan 

prinsip negara hukum di Indonesia. 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Independensi Yudikatif, Checks 

and Balances. 
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ABSTRACT 

Akhmad Syahwan. Desember 2025. IMPLICATIONS OF THE 

CONSTITUTIONAL COURT DECISION REGARDING THE AGE LIMIT 

FOR PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL CANDIDATES ON 

JUDICIAL INDEPENDENCE AND EXECUTIVE POWER BALANCE. Thesis, 

Undergraduate Law Study Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat 

University. Advisor: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. 

This research examines the juridical controversy following the Constitutional Court 

Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which altered the age requirements for 

presidential and vice-presidential candidates. The objective of this study is to 

analyze the legal considerations of the constitutional judges and identify its 

implications for judicial independence and the principle of checks and balances. 

The research method employed is normative legal research using a statutory 

approach, a case approach, and a conceptual approach. The results indicate that 

the Constitutional Court utilized the construction of functional age as a basis for 

consideration; however, such action is considered a form of judicial legislation that 

exceeds constitutional authority (ultra vires). The implications of this decision 

reflect a degradation of judicial independence due to the influence of practical 

political interests and an imbalance of power that potentially weakens the principle 

of the rule of law in Indonesia. 

Keywords: Constitutional Court, Age Limit, Judicial Independence, Checks and 

Balances. 
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